
: a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat ( 1) dan Pasal 273 
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah, Perangkat 
Daerah menyusun Rencana Strategis dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan 
Perkada setelah Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka 
seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan 
Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk 
diverifikasi dan kemudian disahkan; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 19 Tahun 2023 
Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026; 

BUPATI MUKOMUKO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR 2, TAHUN 2024 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 19 TAHUN 
2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021-2026 

BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu, (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harrnonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 
diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6914); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Mengingat 



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6914); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indoensia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembarana Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana tel.ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan 
Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanan Kajian Lingkungan 
Hid up Strategis Dalam Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 
2013 Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 
2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1); 



Bahwa pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka 
Peraturan Bupati 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah dinyatakan tetap 
berlaku. 
Apabila dalarn hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2021-2026 mengalarni perubahan, 
maka Renstra PD Tahun 2021-2026 juga harus mengikuti 
perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalarn Peraturan 
Bupati. 

Pasal 11 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Sistematika Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2021- 
2026 dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalarn 
pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari : 
a. Pendahuluan. 
b. Garnbaran pelayanan Perangkat Daerah. 
c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. 
d. Tujuan dan Sasaran. 
e. Strategi dan arah kebijakan. 
f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan. 
g. Kinerja penyelenggaran bidang urusan, dan 
h. Penutup. 

Pasal 8 

Perubahan Renstra PD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021- 
2026 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) 
tahun Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari RPJMD 
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (perubahan 
dalarn lampiran). 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Mukomuko 
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 
(Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 19 TAHUN 
2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 
2021-2026. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NO MOR . -~- 

Diundangkan di Mukomuko 
pada tanggal 7 ')Vl I 2024 

; 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUKOMUKO, 

SAPUAN 

Ditetapkan di Mukomuko 
pada tanggal t ')VI( 2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Pasal II 


